
PERAN PEMERINTAH DAERAHPERAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIKDALAM KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK

PERAN PEMERINTAH DAERAHPERAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIKDALAM KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK

KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAHDIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAHDIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI

KASUBDIT ENERGI SUMBER DAYA MINERALKASUBDIT ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

RENDY JAYA LAKSAMANARENDY JAYA LAKSAMANA
KASUBDIT ENERGI SUMBER DAYA MINERALKASUBDIT ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

RENDY JAYA LAKSAMANARENDY JAYA LAKSAMANA



SECARA NASIONALSECARA NASIONAL

MERUPAKAN KEGIATAN PRIORITASMERUPAKAN KEGIATAN PRIORITAS
““PENGELOLAAN SUBSIDI ENERGI YANG LEBIH EFISIEN,PENGELOLAAN SUBSIDI ENERGI YANG LEBIH EFISIEN,

TRANSPARAN DAN TEPAT SASARANTRANSPARAN DAN TEPAT SASARAN””

DALAM PRIORITAS NASIONALDALAM PRIORITAS NASIONAL
““KEDAULATAN ENERGIKEDAULATAN ENERGI””

MELALUIMELALUI
““OPTIMALISASI KEBIJAKAN TARIF DAN SUBSIDI ENERGIOPTIMALISASI KEBIJAKAN TARIF DAN SUBSIDI ENERGI

DAN LISTRIKDAN LISTRIK””

SECARA NASIONALSECARA NASIONAL

MERUPAKAN KEGIATAN PRIORITASMERUPAKAN KEGIATAN PRIORITAS
““PENGELOLAAN SUBSIDI ENERGI YANG LEBIH EFISIEN,PENGELOLAAN SUBSIDI ENERGI YANG LEBIH EFISIEN,

TRANSPARAN DAN TEPAT SASARANTRANSPARAN DAN TEPAT SASARAN””

DALAM PRIORITAS NASIONALDALAM PRIORITAS NASIONAL
““KEDAULATAN ENERGIKEDAULATAN ENERGI””

MELALUIMELALUI
““OPTIMALISASI KEBIJAKAN TARIF DAN SUBSIDI ENERGIOPTIMALISASI KEBIJAKAN TARIF DAN SUBSIDI ENERGI

DAN LISTRIKDAN LISTRIK””

KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIKKEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIKKEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIKKEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK

SECARA NASIONALSECARA NASIONAL

MERUPAKAN KEGIATAN PRIORITASMERUPAKAN KEGIATAN PRIORITAS
““PENGELOLAAN SUBSIDI ENERGI YANG LEBIH EFISIEN,PENGELOLAAN SUBSIDI ENERGI YANG LEBIH EFISIEN,

TRANSPARAN DAN TEPAT SASARANTRANSPARAN DAN TEPAT SASARAN””

DALAM PRIORITAS NASIONALDALAM PRIORITAS NASIONAL
““KEDAULATAN ENERGIKEDAULATAN ENERGI””

MELALUIMELALUI
““OPTIMALISASI KEBIJAKAN TARIF DAN SUBSIDI ENERGIOPTIMALISASI KEBIJAKAN TARIF DAN SUBSIDI ENERGI

DAN LISTRIKDAN LISTRIK””

SECARA NASIONALSECARA NASIONAL

MERUPAKAN KEGIATAN PRIORITASMERUPAKAN KEGIATAN PRIORITAS
““PENGELOLAAN SUBSIDI ENERGI YANG LEBIH EFISIEN,PENGELOLAAN SUBSIDI ENERGI YANG LEBIH EFISIEN,

TRANSPARAN DAN TEPAT SASARANTRANSPARAN DAN TEPAT SASARAN””

DALAM PRIORITAS NASIONALDALAM PRIORITAS NASIONAL
““KEDAULATAN ENERGIKEDAULATAN ENERGI””

MELALUIMELALUI
““OPTIMALISASI KEBIJAKAN TARIF DAN SUBSIDI ENERGIOPTIMALISASI KEBIJAKAN TARIF DAN SUBSIDI ENERGI

DAN LISTRIKDAN LISTRIK””

SumberSumber:: RencanaRencana KerjaKerja PemerintahPemerintah TahunTahun 20172017 ((PerpresPerpres 4545 TahunTahun 20162016))SumberSumber:: RencanaRencana KerjaKerja PemerintahPemerintah TahunTahun 20172017 ((PerpresPerpres 4545 TahunTahun 20162016))



PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH
PasalPasal 258258 UUUU 2323//20142014

PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH
PasalPasal 258258 UUUU 2323//20142014

DaerahDaerah melaksanakanmelaksanakan pembangunanpembangunan untukuntuk

11.. PeningkatanPeningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,dan pemerataan pendapatan masyarakat,
22. Kesempatan kerja,. Kesempatan kerja,
33. lapangan berusaha,. lapangan berusaha,

44.. meningkatkan akses dan kualitasmeningkatkan akses dan kualitas pelayananpelayanan publikpublik dandan
55.. dayadaya saingsaing DaerahDaerah
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PembangunanPembangunan DaerahDaerah merupakanmerupakan perwujudanperwujudan daridari pelaksanaanpelaksanaan UrusanUrusan
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Urusan Pemerintahan Konkuren KewenanganUrusan Pemerintahan Konkuren Kewenangan PusatPusat dandan DaerahDaerah
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Urusan Pemerintahan Konkuren KewenanganUrusan Pemerintahan Konkuren Kewenangan PusatPusat dandan DaerahDaerah
( Pasal( Pasal 1111 dandan PasalPasal 219219 UUUU 2323//20142014))Urusan PemerintahanUrusan PemerintahanWajib Pelayanan DasarWajib Pelayanan Dasar

66 URUSAN:URUSAN:• pendidikan• kesehatan• pekerjaan umum
dan penataan ruang• perumahan rakyat
dan kawasan
permukiman• ketenteraman,
ketertiban umum,
dan pelindungan
Masyarakat• sosial.

66 URUSAN:URUSAN:• pendidikan• kesehatan• pekerjaan umum
dan penataan ruang• perumahan rakyat
dan kawasan
permukiman• ketenteraman,
ketertiban umum,
dan pelindungan
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Urusan PemerintahanUrusan Pemerintahan WajibWajibNon Pelayanan DasarNon Pelayanan Dasar
1818 URUSANURUSAN• tenaga kerja• pemberdayaan perempuan

dan pelindungan anak• pangan• pertanahan• lingkungan hidup• administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil• pemberdayaan masyarakat
dan Desa• pengendalian penduduk dan
keluarga berencana• perhubungan;• komunikasi & informatika• koperasi, usaha kecil, dan
menengah• penanaman modal• kepemudaan dan olah raga• statistik• persandian• kebudayaan;• perpustakaan;• kearsipan.
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mineral;• perdagangan;• perindustrian; dan• transmigrasi.
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MenteriMenteri DalamDalam NegeriNegeri mengkoordinasikanmengkoordinasikan secarasecara nasionalnasional pembinaanpembinaan dandan
pengawasanpengawasan terhadapterhadap penyelenggaraanpenyelenggaraan UrusanUrusan PemerintahanPemerintahan oleholeh daerahdaerah

provinsiprovinsi yangyang dilaksanakandilaksanakan oleholeh menterimenteri//kepalakepala lembagalembaga pemerintahpemerintah
nonkementeriannonkementerian,, dandan pembinaanpembinaan dandan pengawasanpengawasan penyelenggaraanpenyelenggaraan UrusanUrusan
PemerintahanPemerintahan oleholeh DaerahDaerah kabupatenkabupaten//kotakota yangyang dilaksanakandilaksanakan oleholeh gubernurgubernur

sebagaisebagai wakilwakil PemerintahPemerintah PusatPusat
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kab/kota tercantum dalam Lampiran yangkab/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakanmerupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Ubagian yang tidak terpisahkan dari UUU ini.ini.
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 Kementerian perlu mendalami lebih lanjut terhadap lampiranKementerian perlu mendalami lebih lanjut terhadap lampiran UUUU,,
dan mengidentifikasi kebutuhandan mengidentifikasi kebutuhan NSPKNSPK (Norma,(Norma, StandarStandar,, ProsedurProsedur

dandan KriteriaKriteria)) yang diperlukan sebagai pedoman pelaksanaanyang diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan
urusan agar berjalan lebih optimal.urusan agar berjalan lebih optimal.

 Menjadikan dasar dalam perencanaan dan evaluasi terhadap perMenjadikan dasar dalam perencanaan dan evaluasi terhadap per--
UUUU--an sektoral agar harmonis dengan pembagian urusan inian sektoral agar harmonis dengan pembagian urusan ini
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 Menjadikan dasar dalam perencanaan dan evaluasi terhadap perMenjadikan dasar dalam perencanaan dan evaluasi terhadap per--
UUUU--an sektoral agar harmonis dengan pembagian urusan inian sektoral agar harmonis dengan pembagian urusan ini



PENGERTIAN DAN FUNGSI NSPKPENGERTIAN DAN FUNGSI NSPKPENGERTIAN DAN FUNGSI NSPKPENGERTIAN DAN FUNGSI NSPK

Norma, standar, prosedur, dan kriteria berupa ketentuanNorma, standar, prosedur, dan kriteria berupa ketentuan
peraturan perundangperaturan perundang--undangan yang ditetapkan olehundangan yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraanPemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenanganurusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan DaerahPemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah
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BerfungsiBerfungsi sebagaisebagai pedomanpedoman bagibagi pemerintahpemerintah daerahdaerah
dalamdalam menyelenggarakanmenyelenggarakan urusanurusan pemerintahanpemerintahan daerahdaerah,,

untukuntuk menghindarimenghindari daerahdaerah melaksanakanmelaksanakan sendirisendiri
((PasalPasal 1717 AyatAyat 44))

BerfungsiBerfungsi sebagaisebagai pedomanpedoman bagibagi pemerintahpemerintah daerahdaerah
dalamdalam menyelenggarakanmenyelenggarakan urusanurusan pemerintahanpemerintahan daerahdaerah,,

untukuntuk menghindarimenghindari daerahdaerah melaksanakanmelaksanakan sendirisendiri
((PasalPasal 1717 AyatAyat 44))

DalamDalam penyusunannyapenyusunannya agaragar berkoordinasiberkoordinasi dengandengan
pemerintahpemerintah daerahdaerah dandan memperhatikanmemperhatikan kebutuhankebutuhan daerahdaerah

DalamDalam penyusunannyapenyusunannya agaragar berkoordinasiberkoordinasi dengandengan
pemerintahpemerintah daerahdaerah dandan memperhatikanmemperhatikan kebutuhankebutuhan daerahdaerah
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NSPK DALAM MENDUKUNG KEBIJAKANNSPK DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN
SUBSIDI  L ISTRIKSUBSIDI  L ISTRIK

NSPK DALAM MENDUKUNG KEBIJAKANNSPK DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN
SUBSIDI  L ISTRIKSUBSIDI  L ISTRIK

PERMEN ESDM NOMORPERMEN ESDM NOMOR 2929 TAHUNTAHUN 20162016 TENTANGTENTANG
MEKANISME PEMBERIAN SUBSIDI TARIF TENAGAMEKANISME PEMBERIAN SUBSIDI TARIF TENAGA

LISTRIK UNTUK RUMAH TANGGALISTRIK UNTUK RUMAH TANGGA

PERMEN ESDM NOMORPERMEN ESDM NOMOR 2929 TAHUNTAHUN 20162016 TENTANGTENTANG
MEKANISME PEMBERIAN SUBSIDI TARIF TENAGAMEKANISME PEMBERIAN SUBSIDI TARIF TENAGA

LISTRIK UNTUK RUMAH TANGGALISTRIK UNTUK RUMAH TANGGA

PETUNJUK TEKNIS TENTANG PELAKSANAANPETUNJUK TEKNIS TENTANG PELAKSANAAN
KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARANKEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN
PETUNJUK TEKNIS TENTANG PELAKSANAANPETUNJUK TEKNIS TENTANG PELAKSANAAN
KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARANKEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN

SURAT EDARAN MENTERI  DALAM NEGERISURAT EDARAN MENTERI  DALAM NEGERI
NO :NO : 671671//48094809/SJ/SJ Tg lTg l 1616 DESEMBERDESEMBER 20162016
SURAT EDARAN MENTERI  DALAM NEGERISURAT EDARAN MENTERI  DALAM NEGERI

NO :NO : 671671//48094809/SJ/SJ Tg lTg l 1616 DESEMBERDESEMBER 20162016

PEMERINTAH DAERAHPEMERINTAH DAERAHPEMERINTAH DAERAHPEMERINTAH DAERAH



SURAT EDARAN MENTERI  DALAM NEGERISURAT EDARAN MENTERI  DALAM NEGERI
NO :NO : 671671//48094809/SJ/SJ Tg lTg l 1616 DESEMBERDESEMBER 20162016
SURAT EDARAN MENTERI  DALAM NEGERISURAT EDARAN MENTERI  DALAM NEGERI

NO :NO : 671671//48094809/SJ/SJ Tg lTg l 1616 DESEMBERDESEMBER 20162016
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DALAM KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIKDALAM KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK
SIAPA SAJA YANG BERPERAN SESUAISIAPA SAJA YANG BERPERAN SESUAI

NSPK??NSPK??

DALAM KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIKDALAM KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK
SIAPA SAJA YANG BERPERAN SESUAISIAPA SAJA YANG BERPERAN SESUAI

NSPK??NSPK??

DALAM KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIKDALAM KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK
SIAPA SAJA YANG BERPERAN SESUAISIAPA SAJA YANG BERPERAN SESUAI

NSPK??NSPK??

DALAM KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIKDALAM KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK
SIAPA SAJA YANG BERPERAN SESUAISIAPA SAJA YANG BERPERAN SESUAI

NSPK??NSPK??
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KementerianKementerian
ESDMESDM

KementerianKementerian
ESDMESDM

KementerianKementerian
DalamDalam NegeriNegeri
KementerianKementerian
DalamDalam NegeriNegeri

KementerianKementerian
SosialSosial

KementerianKementerian
SosialSosial

PT. PLN (PT. PLN (PerseroPersero))PT. PLN (PT. PLN (PerseroPersero))

TNPTNP22KKTNPTNP22KK
PEMERINTAHPEMERINTAHPEMERINTAHPEMERINTAH

BUMNBUMNBUMNBUMN

PERAN SESUAI NSPKPERAN SESUAI NSPKPERAN SESUAI NSPKPERAN SESUAI NSPK

MASYARAKATMASYARAKATMASYARAKATMASYARAKAT

PemPem. Prov.. Prov.PemPem. Prov.. Prov. PemPem.. KabKab/Kota/KotaPemPem.. KabKab/Kota/Kota

KecamatanKecamatanKecamatanKecamatan

KelurahanKelurahanKelurahanKelurahan DesaDesaDesaDesa

PEMERINTAHPEMERINTAH
DAERAHDAERAH

PEMERINTAHPEMERINTAH
DAERAHDAERAH
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MengoptimalkanMengoptimalkan pelaksanaanpelaksanaan penangananpenanganan
pengaduanpengaduan kebijakankebijakan subsidisubsidi listriklistrik tepattepat sasaransasaran

dandan melakukanmelakukan koordinasikoordinasi dengandengan aparataparat keamanankeamanan
dandan pihakpihak terkaitterkait setempatsetempat untukuntuk mendukungmendukung dandan

memastikanmemastikan keamanankeamanan pelaksanaanpelaksanaan,, termasuktermasuk prosesproses
penampunganpenampungan keluhankeluhan dandan pengaduanpengaduan masyarakatmasyarakat

MengoptimalkanMengoptimalkan pelaksanaanpelaksanaan penangananpenanganan
pengaduanpengaduan kebijakankebijakan subsidisubsidi listriklistrik tepattepat sasaransasaran

dandan melakukanmelakukan koordinasikoordinasi dengandengan aparataparat keamanankeamanan
dandan pihakpihak terkaitterkait setempatsetempat untukuntuk mendukungmendukung dandan

memastikanmemastikan keamanankeamanan pelaksanaanpelaksanaan,, termasuktermasuk prosesproses
penampunganpenampungan keluhankeluhan dandan pengaduanpengaduan masyarakatmasyarakat

PERAN GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTAPERAN GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTAPERAN GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTAPERAN GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA

MengoptimalkanMengoptimalkan pelaksanaanpelaksanaan penangananpenanganan
pengaduanpengaduan kebijakankebijakan subsidisubsidi listriklistrik tepattepat sasaransasaran

dandan melakukanmelakukan koordinasikoordinasi dengandengan aparataparat keamanankeamanan
dandan pihakpihak terkaitterkait setempatsetempat untukuntuk mendukungmendukung dandan

memastikanmemastikan keamanankeamanan pelaksanaanpelaksanaan,, termasuktermasuk prosesproses
penampunganpenampungan keluhankeluhan dandan pengaduanpengaduan masyarakatmasyarakat

MengoptimalkanMengoptimalkan pelaksanaanpelaksanaan penangananpenanganan
pengaduanpengaduan kebijakankebijakan subsidisubsidi listriklistrik tepattepat sasaransasaran

dandan melakukanmelakukan koordinasikoordinasi dengandengan aparataparat keamanankeamanan
dandan pihakpihak terkaitterkait setempatsetempat untukuntuk mendukungmendukung dandan

memastikanmemastikan keamanankeamanan pelaksanaanpelaksanaan,, termasuktermasuk prosesproses
penampunganpenampungan keluhankeluhan dandan pengaduanpengaduan masyarakatmasyarakat

MembinaMembina dandan mengawasimengawasi camatcamat,, lurahlurah dandan kepalakepala desadesa atauatau
sebutansebutan lainnyalainnya terkaitterkait pelaksanaanpelaksanaan penangananpenanganan pengaduanpengaduan
MengoptimalkanMengoptimalkan Tim TKPK (TimTim TKPK (Tim KoordinasiKoordinasi PenanggulanganPenanggulangan

KemiskinanKemiskinan))

MembinaMembina dandan mengawasimengawasi camatcamat,, lurahlurah dandan kepalakepala desadesa atauatau
sebutansebutan lainnyalainnya terkaitterkait pelaksanaanpelaksanaan penangananpenanganan pengaduanpengaduan
MengoptimalkanMengoptimalkan Tim TKPK (TimTim TKPK (Tim KoordinasiKoordinasi PenanggulanganPenanggulangan

KemiskinanKemiskinan))

BerpedomanBerpedoman padapada NSPKNSPK PetunjukPetunjuk TeknisTeknis tentangtentang
PelaksanaanPelaksanaan KebijakanKebijakan SubsidiSubsidi ListrikListrik TepatTepat SasaranSasaran

BerpedomanBerpedoman padapada NSPKNSPK PetunjukPetunjuk TeknisTeknis tentangtentang
PelaksanaanPelaksanaan KebijakanKebijakan SubsidiSubsidi ListrikListrik TepatTepat SasaranSasaran

PERAN BUPATI/WALIKOTAPERAN BUPATI/WALIKOTAPERAN BUPATI/WALIKOTAPERAN BUPATI/WALIKOTA
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DaerahDaerah kabupatenkabupaten//kotakota membentukmembentuk KecamatanKecamatan dalamdalam
rangkarangka meningkatkanmeningkatkan koordinasikoordinasi penyelenggaraanpenyelenggaraan

pemerintahanpemerintahan,, pelayananpelayanan publikpublik,, dandan pemberdayaanpemberdayaan
masyarakatmasyarakat DesaDesa//kelurahankelurahan ((PasalPasal 221221))

DaerahDaerah kabupatenkabupaten//kotakota membentukmembentuk KecamatanKecamatan dalamdalam
rangkarangka meningkatkanmeningkatkan koordinasikoordinasi penyelenggaraanpenyelenggaraan

pemerintahanpemerintahan,, pelayananpelayanan publikpublik,, dandan pemberdayaanpemberdayaan
masyarakatmasyarakat DesaDesa//kelurahankelurahan ((PasalPasal 221221))

KECAMATAN DALAM UU No.KECAMATAN DALAM UU No. 2323//20142014KECAMATAN DALAM UU No.KECAMATAN DALAM UU No. 2323//20142014

DaerahDaerah kabupatenkabupaten//kotakota membentukmembentuk KecamatanKecamatan dalamdalam
rangkarangka meningkatkanmeningkatkan koordinasikoordinasi penyelenggaraanpenyelenggaraan

pemerintahanpemerintahan,, pelayananpelayanan publikpublik,, dandan pemberdayaanpemberdayaan
masyarakatmasyarakat DesaDesa//kelurahankelurahan ((PasalPasal 221221))

DaerahDaerah kabupatenkabupaten//kotakota membentukmembentuk KecamatanKecamatan dalamdalam
rangkarangka meningkatkanmeningkatkan koordinasikoordinasi penyelenggaraanpenyelenggaraan

pemerintahanpemerintahan,, pelayananpelayanan publikpublik,, dandan pemberdayaanpemberdayaan
masyarakatmasyarakat DesaDesa//kelurahankelurahan ((PasalPasal 221221))

PelayananPelayanan UrusanUrusan KonkurenKonkuren didi TingkatTingkat KecamatanKecamatanPelayananPelayanan UrusanUrusan KonkurenKonkuren didi TingkatTingkat KecamatanKecamatan
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PERAN CAMAT (DALAM JUKNIS)PERAN CAMAT (DALAM JUKNIS)PERAN CAMAT (DALAM JUKNIS)PERAN CAMAT (DALAM JUKNIS)

1.1. MelakukanMelakukan koordinasikoordinasi dengandengan kepalakepala DesaDesa dandan
lurahlurah dalamdalam mensukseskanmensukseskan pelaksanaanpelaksanaan
KebijakanKebijakan SubsidiSubsidi ListrikListrik TepatTepat SasaranSasaran..

2.2. BerperanBerperan aktifaktif dalamdalam menampungmenampung dandan
memasukkanmemasukkan datadata keke dalamdalam AplikasiAplikasi PengaduanPengaduan
KepesertaanKepesertaan SubsidiSubsidi ListrikListrik untukuntuk RumahRumah
TanggaTangga ((websitewebsite:: http://subsidi.djk.esdm.go.idhttp://subsidi.djk.esdm.go.id ))
berdasarkanberdasarkan formulirformulir pengaduanpengaduan masyarakatmasyarakat
((LampiranLampiran 11) yang) yang disampaikandisampaikan oleholeh KelurahanKelurahan,,
DesaDesa atauatau sebutansebutan lainlain didi wilayahnyawilayahnya keke PoskoPosko
PenangananPenanganan PengaduanPengaduan PusatPusat yangyang berkantorberkantor didi
DitjenDitjen GatrikGatrik..

1.1. MelakukanMelakukan koordinasikoordinasi dengandengan kepalakepala DesaDesa dandan
lurahlurah dalamdalam mensukseskanmensukseskan pelaksanaanpelaksanaan
KebijakanKebijakan SubsidiSubsidi ListrikListrik TepatTepat SasaranSasaran..

2.2. BerperanBerperan aktifaktif dalamdalam menampungmenampung dandan
memasukkanmemasukkan datadata keke dalamdalam AplikasiAplikasi PengaduanPengaduan
KepesertaanKepesertaan SubsidiSubsidi ListrikListrik untukuntuk RumahRumah
TanggaTangga ((websitewebsite:: http://subsidi.djk.esdm.go.idhttp://subsidi.djk.esdm.go.id ))
berdasarkanberdasarkan formulirformulir pengaduanpengaduan masyarakatmasyarakat
((LampiranLampiran 11) yang) yang disampaikandisampaikan oleholeh KelurahanKelurahan,,
DesaDesa atauatau sebutansebutan lainlain didi wilayahnyawilayahnya keke PoskoPosko
PenangananPenanganan PengaduanPengaduan PusatPusat yangyang berkantorberkantor didi
DitjenDitjen GatrikGatrik..

CAMATCAMATCAMATCAMAT
KEPALAKEPALA

DESADESA
KEPALAKEPALA

DESADESA

LURAHLURAHLURAHLURAH

KOORDINASIKOORDINASIKOORDINASIKOORDINASI
1.1. MelakukanMelakukan koordinasikoordinasi dengandengan kepalakepala DesaDesa dandan

lurahlurah dalamdalam mensukseskanmensukseskan pelaksanaanpelaksanaan
KebijakanKebijakan SubsidiSubsidi ListrikListrik TepatTepat SasaranSasaran..

2.2. BerperanBerperan aktifaktif dalamdalam menampungmenampung dandan
memasukkanmemasukkan datadata keke dalamdalam AplikasiAplikasi PengaduanPengaduan
KepesertaanKepesertaan SubsidiSubsidi ListrikListrik untukuntuk RumahRumah
TanggaTangga ((websitewebsite:: http://subsidi.djk.esdm.go.idhttp://subsidi.djk.esdm.go.id ))
berdasarkanberdasarkan formulirformulir pengaduanpengaduan masyarakatmasyarakat
((LampiranLampiran 11) yang) yang disampaikandisampaikan oleholeh KelurahanKelurahan,,
DesaDesa atauatau sebutansebutan lainlain didi wilayahnyawilayahnya keke PoskoPosko
PenangananPenanganan PengaduanPengaduan PusatPusat yangyang berkantorberkantor didi
DitjenDitjen GatrikGatrik..

1.1. MelakukanMelakukan koordinasikoordinasi dengandengan kepalakepala DesaDesa dandan
lurahlurah dalamdalam mensukseskanmensukseskan pelaksanaanpelaksanaan
KebijakanKebijakan SubsidiSubsidi ListrikListrik TepatTepat SasaranSasaran..

2.2. BerperanBerperan aktifaktif dalamdalam menampungmenampung dandan
memasukkanmemasukkan datadata keke dalamdalam AplikasiAplikasi PengaduanPengaduan
KepesertaanKepesertaan SubsidiSubsidi ListrikListrik untukuntuk RumahRumah
TanggaTangga ((websitewebsite:: http://subsidi.djk.esdm.go.idhttp://subsidi.djk.esdm.go.id ))
berdasarkanberdasarkan formulirformulir pengaduanpengaduan masyarakatmasyarakat
((LampiranLampiran 11) yang) yang disampaikandisampaikan oleholeh KelurahanKelurahan,,
DesaDesa atauatau sebutansebutan lainlain didi wilayahnyawilayahnya keke PoskoPosko
PenangananPenanganan PengaduanPengaduan PusatPusat yangyang berkantorberkantor didi
DitjenDitjen GatrikGatrik..

ApabilaApabila tidaktidak terdapatterdapat jaringanjaringan InternetInternet didi KecamatanKecamatan atauatau sebutansebutan
lainnyalainnya,, camatcamat atauatau sebutansebutan lainnyalainnya memuatmemuat datadata keke dalamdalam formatformat
aplikasiaplikasi Microsoft ExcelMicrosoft Excel dandan mengunggahnyamengunggahnya keke AplikasiAplikasi PengaduanPengaduan
KepesertaanKepesertaan SubsidiSubsidi ListrikListrik untukuntuk RumahRumah TanggaTangga didi lokasilokasi yangyang terdapatterdapat
jaringanjaringan internet,internet, misalnyamisalnya kantorkantor KabupatenKabupaten/Kota/Kota terdekatterdekat..

ApabilaApabila tidaktidak terdapatterdapat jaringanjaringan InternetInternet didi KecamatanKecamatan atauatau sebutansebutan
lainnyalainnya,, camatcamat atauatau sebutansebutan lainnyalainnya memuatmemuat datadata keke dalamdalam formatformat
aplikasiaplikasi Microsoft ExcelMicrosoft Excel dandan mengunggahnyamengunggahnya keke AplikasiAplikasi PengaduanPengaduan
KepesertaanKepesertaan SubsidiSubsidi ListrikListrik untukuntuk RumahRumah TanggaTangga didi lokasilokasi yangyang terdapatterdapat
jaringanjaringan internet,internet, misalnyamisalnya kantorkantor KabupatenKabupaten/Kota/Kota terdekatterdekat..

KEPALAKEPALA
DESADESA

INPUTINGINPUTINGINPUTINGINPUTING
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3.3. DalamDalam menampungmenampung dandan memasukkanmemasukkan datadata keke dalamdalam
AplikasiAplikasi PengaduanPengaduan KepesertaanKepesertaan SubsidiSubsidi ListrikListrik
untukuntuk RumahRumah TanggaTangga atauatau aplikasiaplikasi Microsoft ExcelMicrosoft Excel,,
CamatCamat atauatau sebutansebutan lainnyalainnya menunjukmenunjuk 22 ((duadua))
petugaspetugas untukuntuk membantumembantu tugastugas dimaksuddimaksud..

4.4. MemberikanMemberikan dukungandukungan,, pembinaanpembinaan,, pemantauanpemantauan
dandan pengawasanpengawasan sertaserta memastikanmemastikan agaragar
keseluruhankeseluruhan prosesproses penangananpenanganan pengaduanpengaduan
masyarakatmasyarakat yangyang disampaikandisampaikan melaluimelalui KelurahanKelurahan
atauatau DesaDesa atauatau sebutansebutan lainnyalainnya dapatdapat berjalanberjalan
dengandengan baikbaik dandan lancarlancar..

5.5. MemfasilitasiMemfasilitasi ketersediaanketersediaan dandan penggunaanpenggunaan
FormulirFormulir PengaduanPengaduan KepesertaanKepesertaan SubsidiSubsidi ListrikListrik
UntukUntuk RumahRumah TanggaTangga ((LampiranLampiran 11)) didi seluruhseluruh
KelurahanKelurahan dandan DesaDesa setempatsetempat..

3.3. DalamDalam menampungmenampung dandan memasukkanmemasukkan datadata keke dalamdalam
AplikasiAplikasi PengaduanPengaduan KepesertaanKepesertaan SubsidiSubsidi ListrikListrik
untukuntuk RumahRumah TanggaTangga atauatau aplikasiaplikasi Microsoft ExcelMicrosoft Excel,,
CamatCamat atauatau sebutansebutan lainnyalainnya menunjukmenunjuk 22 ((duadua))
petugaspetugas untukuntuk membantumembantu tugastugas dimaksuddimaksud..

4.4. MemberikanMemberikan dukungandukungan,, pembinaanpembinaan,, pemantauanpemantauan
dandan pengawasanpengawasan sertaserta memastikanmemastikan agaragar
keseluruhankeseluruhan prosesproses penangananpenanganan pengaduanpengaduan
masyarakatmasyarakat yangyang disampaikandisampaikan melaluimelalui KelurahanKelurahan
atauatau DesaDesa atauatau sebutansebutan lainnyalainnya dapatdapat berjalanberjalan
dengandengan baikbaik dandan lancarlancar..

5.5. MemfasilitasiMemfasilitasi ketersediaanketersediaan dandan penggunaanpenggunaan
FormulirFormulir PengaduanPengaduan KepesertaanKepesertaan SubsidiSubsidi ListrikListrik
UntukUntuk RumahRumah TanggaTangga ((LampiranLampiran 11)) didi seluruhseluruh
KelurahanKelurahan dandan DesaDesa setempatsetempat..

PERAN CAMAT (DALAM JUKNIS)PERAN CAMAT (DALAM JUKNIS)PERAN CAMAT (DALAM JUKNIS)PERAN CAMAT (DALAM JUKNIS)

MENUNJUK PETUGASMENUNJUK PETUGASMENUNJUK PETUGASMENUNJUK PETUGAS
3.3. DalamDalam menampungmenampung dandan memasukkanmemasukkan datadata keke dalamdalam

AplikasiAplikasi PengaduanPengaduan KepesertaanKepesertaan SubsidiSubsidi ListrikListrik
untukuntuk RumahRumah TanggaTangga atauatau aplikasiaplikasi Microsoft ExcelMicrosoft Excel,,
CamatCamat atauatau sebutansebutan lainnyalainnya menunjukmenunjuk 22 ((duadua))
petugaspetugas untukuntuk membantumembantu tugastugas dimaksuddimaksud..

4.4. MemberikanMemberikan dukungandukungan,, pembinaanpembinaan,, pemantauanpemantauan
dandan pengawasanpengawasan sertaserta memastikanmemastikan agaragar
keseluruhankeseluruhan prosesproses penangananpenanganan pengaduanpengaduan
masyarakatmasyarakat yangyang disampaikandisampaikan melaluimelalui KelurahanKelurahan
atauatau DesaDesa atauatau sebutansebutan lainnyalainnya dapatdapat berjalanberjalan
dengandengan baikbaik dandan lancarlancar..

5.5. MemfasilitasiMemfasilitasi ketersediaanketersediaan dandan penggunaanpenggunaan
FormulirFormulir PengaduanPengaduan KepesertaanKepesertaan SubsidiSubsidi ListrikListrik
UntukUntuk RumahRumah TanggaTangga ((LampiranLampiran 11)) didi seluruhseluruh
KelurahanKelurahan dandan DesaDesa setempatsetempat..

3.3. DalamDalam menampungmenampung dandan memasukkanmemasukkan datadata keke dalamdalam
AplikasiAplikasi PengaduanPengaduan KepesertaanKepesertaan SubsidiSubsidi ListrikListrik
untukuntuk RumahRumah TanggaTangga atauatau aplikasiaplikasi Microsoft ExcelMicrosoft Excel,,
CamatCamat atauatau sebutansebutan lainnyalainnya menunjukmenunjuk 22 ((duadua))
petugaspetugas untukuntuk membantumembantu tugastugas dimaksuddimaksud..

4.4. MemberikanMemberikan dukungandukungan,, pembinaanpembinaan,, pemantauanpemantauan
dandan pengawasanpengawasan sertaserta memastikanmemastikan agaragar
keseluruhankeseluruhan prosesproses penangananpenanganan pengaduanpengaduan
masyarakatmasyarakat yangyang disampaikandisampaikan melaluimelalui KelurahanKelurahan
atauatau DesaDesa atauatau sebutansebutan lainnyalainnya dapatdapat berjalanberjalan
dengandengan baikbaik dandan lancarlancar..

5.5. MemfasilitasiMemfasilitasi ketersediaanketersediaan dandan penggunaanpenggunaan
FormulirFormulir PengaduanPengaduan KepesertaanKepesertaan SubsidiSubsidi ListrikListrik
UntukUntuk RumahRumah TanggaTangga ((LampiranLampiran 11)) didi seluruhseluruh
KelurahanKelurahan dandan DesaDesa setempatsetempat..

MENDUKUNG, MEMBINA,MENDUKUNG, MEMBINA,
MEMANTAU, MENGAWASIMEMANTAU, MENGAWASI

DAN MEMASTIKANDAN MEMASTIKAN

MENDUKUNG, MEMBINA,MENDUKUNG, MEMBINA,
MEMANTAU, MENGAWASIMEMANTAU, MENGAWASI

DAN MEMASTIKANDAN MEMASTIKAN

KOORDINASIKOORDINASIKOORDINASIKOORDINASI

CAMATCAMATCAMATCAMAT
KEPALAKEPALA

DESADESA
KEPALAKEPALA

DESADESA

LURAHLURAHLURAHLURAH

FASILITASIFASILITASIFASILITASIFASILITASIKAB/KOTAKAB/KOTAKAB/KOTAKAB/KOTA
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PERAN LURAH (DALAM JUKNIS)PERAN LURAH (DALAM JUKNIS)PERAN LURAH (DALAM JUKNIS)PERAN LURAH (DALAM JUKNIS)

1.1. MenugaskanMenugaskan KetuaKetua RW,RW, KetuaKetua RT,RT, KepalaKepala DusunDusun,, atauatau sebutansebutan
lainnyalainnya didi wilayahwilayah administrasinyaadministrasinya untukuntuk mendukungmendukung pelaksanaanpelaksanaan
KebijakanKebijakan SubsidiSubsidi ListrikListrik TepatTepat SasaranSasaran agaragar berjalanberjalan lancarlancar dandan
suksessukses..

2.2. BerkoordinasiBerkoordinasi dengandengan camatcamat untukuntuk memastikanmemastikan ketersediaanketersediaan
FormulirFormulir PengaduanPengaduan KepesertaanKepesertaan SubsidiSubsidi ListrikListrik UntukUntuk RumahRumah
TanggaTangga ((LampiranLampiran 11).).

3.3. MemfasilitasiMemfasilitasi pengisianpengisian FormulirFormulir PengaduanPengaduan KepesertaanKepesertaan SubsidiSubsidi
ListrikListrik UntukUntuk RumahRumah TanggaTangga ((LampiranLampiran 11)) oleholeh rumahrumah tanggatangga didi
masingmasing--masingmasing KelurahanKelurahan dengandengan menunjukmenunjuk minimalminimal 22 ((duadua))
petugaspetugas untukuntuk membantumembantu tugastugas dimaksuddimaksud..

4.4. MenyampaikanMenyampaikan seluruhseluruh berkasberkas pengaduanpengaduan rumahrumah tanggatangga sertaserta
mengisimengisi dandan menandatanganimenandatangani RekapitulasiRekapitulasi FormulirFormulir PengaduanPengaduan
((LampiranLampiran 22)) sertaserta BeritaBerita AcaraAcara SerahSerah TerimaTerima PengaduanPengaduan DariDari
DesaDesa//KelurahanKelurahan ((LampiranLampiran 33)) kepadakepada KantorKantor KecamatanKecamatan setempatsetempat
atauatau sebutansebutan lainnyalainnya..

1.1. MenugaskanMenugaskan KetuaKetua RW,RW, KetuaKetua RT,RT, KepalaKepala DusunDusun,, atauatau sebutansebutan
lainnyalainnya didi wilayahwilayah administrasinyaadministrasinya untukuntuk mendukungmendukung pelaksanaanpelaksanaan
KebijakanKebijakan SubsidiSubsidi ListrikListrik TepatTepat SasaranSasaran agaragar berjalanberjalan lancarlancar dandan
suksessukses..

2.2. BerkoordinasiBerkoordinasi dengandengan camatcamat untukuntuk memastikanmemastikan ketersediaanketersediaan
FormulirFormulir PengaduanPengaduan KepesertaanKepesertaan SubsidiSubsidi ListrikListrik UntukUntuk RumahRumah
TanggaTangga ((LampiranLampiran 11).).

3.3. MemfasilitasiMemfasilitasi pengisianpengisian FormulirFormulir PengaduanPengaduan KepesertaanKepesertaan SubsidiSubsidi
ListrikListrik UntukUntuk RumahRumah TanggaTangga ((LampiranLampiran 11)) oleholeh rumahrumah tanggatangga didi
masingmasing--masingmasing KelurahanKelurahan dengandengan menunjukmenunjuk minimalminimal 22 ((duadua))
petugaspetugas untukuntuk membantumembantu tugastugas dimaksuddimaksud..

4.4. MenyampaikanMenyampaikan seluruhseluruh berkasberkas pengaduanpengaduan rumahrumah tanggatangga sertaserta
mengisimengisi dandan menandatanganimenandatangani RekapitulasiRekapitulasi FormulirFormulir PengaduanPengaduan
((LampiranLampiran 22)) sertaserta BeritaBerita AcaraAcara SerahSerah TerimaTerima PengaduanPengaduan DariDari
DesaDesa//KelurahanKelurahan ((LampiranLampiran 33)) kepadakepada KantorKantor KecamatanKecamatan setempatsetempat
atauatau sebutansebutan lainnyalainnya..

1.1. MenugaskanMenugaskan KetuaKetua RW,RW, KetuaKetua RT,RT, KepalaKepala DusunDusun,, atauatau sebutansebutan
lainnyalainnya didi wilayahwilayah administrasinyaadministrasinya untukuntuk mendukungmendukung pelaksanaanpelaksanaan
KebijakanKebijakan SubsidiSubsidi ListrikListrik TepatTepat SasaranSasaran agaragar berjalanberjalan lancarlancar dandan
suksessukses..

2.2. BerkoordinasiBerkoordinasi dengandengan camatcamat untukuntuk memastikanmemastikan ketersediaanketersediaan
FormulirFormulir PengaduanPengaduan KepesertaanKepesertaan SubsidiSubsidi ListrikListrik UntukUntuk RumahRumah
TanggaTangga ((LampiranLampiran 11).).

3.3. MemfasilitasiMemfasilitasi pengisianpengisian FormulirFormulir PengaduanPengaduan KepesertaanKepesertaan SubsidiSubsidi
ListrikListrik UntukUntuk RumahRumah TanggaTangga ((LampiranLampiran 11)) oleholeh rumahrumah tanggatangga didi
masingmasing--masingmasing KelurahanKelurahan dengandengan menunjukmenunjuk minimalminimal 22 ((duadua))
petugaspetugas untukuntuk membantumembantu tugastugas dimaksuddimaksud..

4.4. MenyampaikanMenyampaikan seluruhseluruh berkasberkas pengaduanpengaduan rumahrumah tanggatangga sertaserta
mengisimengisi dandan menandatanganimenandatangani RekapitulasiRekapitulasi FormulirFormulir PengaduanPengaduan
((LampiranLampiran 22)) sertaserta BeritaBerita AcaraAcara SerahSerah TerimaTerima PengaduanPengaduan DariDari
DesaDesa//KelurahanKelurahan ((LampiranLampiran 33)) kepadakepada KantorKantor KecamatanKecamatan setempatsetempat
atauatau sebutansebutan lainnyalainnya..

1.1. MenugaskanMenugaskan KetuaKetua RW,RW, KetuaKetua RT,RT, KepalaKepala DusunDusun,, atauatau sebutansebutan
lainnyalainnya didi wilayahwilayah administrasinyaadministrasinya untukuntuk mendukungmendukung pelaksanaanpelaksanaan
KebijakanKebijakan SubsidiSubsidi ListrikListrik TepatTepat SasaranSasaran agaragar berjalanberjalan lancarlancar dandan
suksessukses..

2.2. BerkoordinasiBerkoordinasi dengandengan camatcamat untukuntuk memastikanmemastikan ketersediaanketersediaan
FormulirFormulir PengaduanPengaduan KepesertaanKepesertaan SubsidiSubsidi ListrikListrik UntukUntuk RumahRumah
TanggaTangga ((LampiranLampiran 11).).

3.3. MemfasilitasiMemfasilitasi pengisianpengisian FormulirFormulir PengaduanPengaduan KepesertaanKepesertaan SubsidiSubsidi
ListrikListrik UntukUntuk RumahRumah TanggaTangga ((LampiranLampiran 11)) oleholeh rumahrumah tanggatangga didi
masingmasing--masingmasing KelurahanKelurahan dengandengan menunjukmenunjuk minimalminimal 22 ((duadua))
petugaspetugas untukuntuk membantumembantu tugastugas dimaksuddimaksud..

4.4. MenyampaikanMenyampaikan seluruhseluruh berkasberkas pengaduanpengaduan rumahrumah tanggatangga sertaserta
mengisimengisi dandan menandatanganimenandatangani RekapitulasiRekapitulasi FormulirFormulir PengaduanPengaduan
((LampiranLampiran 22)) sertaserta BeritaBerita AcaraAcara SerahSerah TerimaTerima PengaduanPengaduan DariDari
DesaDesa//KelurahanKelurahan ((LampiranLampiran 33)) kepadakepada KantorKantor KecamatanKecamatan setempatsetempat
atauatau sebutansebutan lainnyalainnya..
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PERAN KEPALA DESA (DALAM JUKNIS)PERAN KEPALA DESA (DALAM JUKNIS)PERAN KEPALA DESA (DALAM JUKNIS)PERAN KEPALA DESA (DALAM JUKNIS)

1.1. MenugaskanMenugaskan KepalaKepala DusunDusun atauatau sebutansebutan lainnyalainnya,, KetuaKetua RW,RW, dandan
KetuaKetua RTRT setempatsetempat untukuntuk mendukungmendukung pelaksanaanpelaksanaan KebijakanKebijakan
SubsidiSubsidi ListrikListrik TepatTepat SasaranSasaran agaragar berjalanberjalan lancarlancar dandan suksessukses..

2.2. BerkoordinasiBerkoordinasi dengandengan camatcamat untukuntuk memastikanmemastikan ketersediaanketersediaan
FormulirFormulir PengaduanPengaduan KepesertaanKepesertaan SubsidiSubsidi ListrikListrik UntukUntuk RumahRumah
TanggaTangga ((LampiranLampiran 11).).

3.3. MemfasilitasiMemfasilitasi pengisianpengisian FormulirFormulir PengaduanPengaduan KepesertaanKepesertaan SubsidiSubsidi
ListrikListrik UntukUntuk RumahRumah TanggaTangga ((LampiranLampiran 11)) oleholeh rumahrumah tanggatangga didi
masingmasing--masingmasing DesaDesa dengandengan menunjukmenunjuk minimalminimal 22 ((duadua)) petugaspetugas
untukuntuk membantumembantu tugastugas dimaksuddimaksud..

1.1. MenugaskanMenugaskan KepalaKepala DusunDusun atauatau sebutansebutan lainnyalainnya,, KetuaKetua RW,RW, dandan
KetuaKetua RTRT setempatsetempat untukuntuk mendukungmendukung pelaksanaanpelaksanaan KebijakanKebijakan
SubsidiSubsidi ListrikListrik TepatTepat SasaranSasaran agaragar berjalanberjalan lancarlancar dandan suksessukses..

2.2. BerkoordinasiBerkoordinasi dengandengan camatcamat untukuntuk memastikanmemastikan ketersediaanketersediaan
FormulirFormulir PengaduanPengaduan KepesertaanKepesertaan SubsidiSubsidi ListrikListrik UntukUntuk RumahRumah
TanggaTangga ((LampiranLampiran 11).).

3.3. MemfasilitasiMemfasilitasi pengisianpengisian FormulirFormulir PengaduanPengaduan KepesertaanKepesertaan SubsidiSubsidi
ListrikListrik UntukUntuk RumahRumah TanggaTangga ((LampiranLampiran 11)) oleholeh rumahrumah tanggatangga didi
masingmasing--masingmasing DesaDesa dengandengan menunjukmenunjuk minimalminimal 22 ((duadua)) petugaspetugas
untukuntuk membantumembantu tugastugas dimaksuddimaksud..

1.1. MenugaskanMenugaskan KepalaKepala DusunDusun atauatau sebutansebutan lainnyalainnya,, KetuaKetua RW,RW, dandan
KetuaKetua RTRT setempatsetempat untukuntuk mendukungmendukung pelaksanaanpelaksanaan KebijakanKebijakan
SubsidiSubsidi ListrikListrik TepatTepat SasaranSasaran agaragar berjalanberjalan lancarlancar dandan suksessukses..

2.2. BerkoordinasiBerkoordinasi dengandengan camatcamat untukuntuk memastikanmemastikan ketersediaanketersediaan
FormulirFormulir PengaduanPengaduan KepesertaanKepesertaan SubsidiSubsidi ListrikListrik UntukUntuk RumahRumah
TanggaTangga ((LampiranLampiran 11).).

3.3. MemfasilitasiMemfasilitasi pengisianpengisian FormulirFormulir PengaduanPengaduan KepesertaanKepesertaan SubsidiSubsidi
ListrikListrik UntukUntuk RumahRumah TanggaTangga ((LampiranLampiran 11)) oleholeh rumahrumah tanggatangga didi
masingmasing--masingmasing DesaDesa dengandengan menunjukmenunjuk minimalminimal 22 ((duadua)) petugaspetugas
untukuntuk membantumembantu tugastugas dimaksuddimaksud..

1.1. MenugaskanMenugaskan KepalaKepala DusunDusun atauatau sebutansebutan lainnyalainnya,, KetuaKetua RW,RW, dandan
KetuaKetua RTRT setempatsetempat untukuntuk mendukungmendukung pelaksanaanpelaksanaan KebijakanKebijakan
SubsidiSubsidi ListrikListrik TepatTepat SasaranSasaran agaragar berjalanberjalan lancarlancar dandan suksessukses..

2.2. BerkoordinasiBerkoordinasi dengandengan camatcamat untukuntuk memastikanmemastikan ketersediaanketersediaan
FormulirFormulir PengaduanPengaduan KepesertaanKepesertaan SubsidiSubsidi ListrikListrik UntukUntuk RumahRumah
TanggaTangga ((LampiranLampiran 11).).

3.3. MemfasilitasiMemfasilitasi pengisianpengisian FormulirFormulir PengaduanPengaduan KepesertaanKepesertaan SubsidiSubsidi
ListrikListrik UntukUntuk RumahRumah TanggaTangga ((LampiranLampiran 11)) oleholeh rumahrumah tanggatangga didi
masingmasing--masingmasing DesaDesa dengandengan menunjukmenunjuk minimalminimal 22 ((duadua)) petugaspetugas
untukuntuk membantumembantu tugastugas dimaksuddimaksud..
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PERAN KEPALA DESA (DALAM JUKNIS)PERAN KEPALA DESA (DALAM JUKNIS)

4. Bilamana perlu, Kepala Desa dapat memfasilitasi Badan
Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa
dalam rangka memutuskan rumah tangga yang berhak diusulkan
sebagai penerima subsidi listrik di Desa setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Usulan rumah tangga penerima
subsidi dituangkan dalam Daftar Nama Usulan Rumah Tangga
Sasaran Penerima Subsidi Listrik Tepat Sasaran (Lampiran 5).

5. Menyampaikan seluruh berkas pengaduan rumah tangga serta
mengisi dan menandatangani Rekapitulasi Formulir Pengaduan
(Lampiran 2), serta Berita Acara Serah Terima Pengaduan Dari
Desa/Kelurahan (Lampiran 3) kepada Kecamatan setempat atau
sebutan lainnya, berikut dengan Berita Acara Musyawarah Desa
Rumah Tangga Sasaran Penerima Subsidi Listrik Tepat Sasaran
(Lampiran 4) dan Daftar Nama Usulan Rumah Tangga Sasaran
Penerima Subsidi Listrik Tepat Sasaran (Lampiran 5).

4. Bilamana perlu, Kepala Desa dapat memfasilitasi Badan
Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa
dalam rangka memutuskan rumah tangga yang berhak diusulkan
sebagai penerima subsidi listrik di Desa setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Usulan rumah tangga penerima
subsidi dituangkan dalam Daftar Nama Usulan Rumah Tangga
Sasaran Penerima Subsidi Listrik Tepat Sasaran (Lampiran 5).

5. Menyampaikan seluruh berkas pengaduan rumah tangga serta
mengisi dan menandatangani Rekapitulasi Formulir Pengaduan
(Lampiran 2), serta Berita Acara Serah Terima Pengaduan Dari
Desa/Kelurahan (Lampiran 3) kepada Kecamatan setempat atau
sebutan lainnya, berikut dengan Berita Acara Musyawarah Desa
Rumah Tangga Sasaran Penerima Subsidi Listrik Tepat Sasaran
(Lampiran 4) dan Daftar Nama Usulan Rumah Tangga Sasaran
Penerima Subsidi Listrik Tepat Sasaran (Lampiran 5).

4. Bilamana perlu, Kepala Desa dapat memfasilitasi Badan
Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa
dalam rangka memutuskan rumah tangga yang berhak diusulkan
sebagai penerima subsidi listrik di Desa setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Usulan rumah tangga penerima
subsidi dituangkan dalam Daftar Nama Usulan Rumah Tangga
Sasaran Penerima Subsidi Listrik Tepat Sasaran (Lampiran 5).

5. Menyampaikan seluruh berkas pengaduan rumah tangga serta
mengisi dan menandatangani Rekapitulasi Formulir Pengaduan
(Lampiran 2), serta Berita Acara Serah Terima Pengaduan Dari
Desa/Kelurahan (Lampiran 3) kepada Kecamatan setempat atau
sebutan lainnya, berikut dengan Berita Acara Musyawarah Desa
Rumah Tangga Sasaran Penerima Subsidi Listrik Tepat Sasaran
(Lampiran 4) dan Daftar Nama Usulan Rumah Tangga Sasaran
Penerima Subsidi Listrik Tepat Sasaran (Lampiran 5).

4. Bilamana perlu, Kepala Desa dapat memfasilitasi Badan
Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa
dalam rangka memutuskan rumah tangga yang berhak diusulkan
sebagai penerima subsidi listrik di Desa setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Usulan rumah tangga penerima
subsidi dituangkan dalam Daftar Nama Usulan Rumah Tangga
Sasaran Penerima Subsidi Listrik Tepat Sasaran (Lampiran 5).

5. Menyampaikan seluruh berkas pengaduan rumah tangga serta
mengisi dan menandatangani Rekapitulasi Formulir Pengaduan
(Lampiran 2), serta Berita Acara Serah Terima Pengaduan Dari
Desa/Kelurahan (Lampiran 3) kepada Kecamatan setempat atau
sebutan lainnya, berikut dengan Berita Acara Musyawarah Desa
Rumah Tangga Sasaran Penerima Subsidi Listrik Tepat Sasaran
(Lampiran 4) dan Daftar Nama Usulan Rumah Tangga Sasaran
Penerima Subsidi Listrik Tepat Sasaran (Lampiran 5).
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PERAN PT .  PLN  (PERSERO)PERAN PT .  PLN  (PERSERO)PERAN PT .  PLN  (PERSERO)PERAN PT .  PLN  (PERSERO)

SelainSelain daripadadaripada menjalankanmenjalankan peranperan terkaitterkait penerimaanpenerimaan datadata
awalawal,, pemandananpemandanan,, pelaporanpelaporan datadata dandan penandaanpenandaan datadata

kepersertaankepersertaan kebijakankebijakan subsidisubsidi listriklistrik

PT. PLN (PT. PLN (PerseroPersero)) memilikimemiliki peranperan,, melayanimelayani PengaduanPengaduan bagibagi
MasyarakatMasyarakat yangyang datangdatang langsunglangsung keke PLN,PLN, DistribusiDistribusi FormulirFormulir
PengaduanPengaduan SubsidiSubsidi,, MendampingiMendampingi PetugasPetugas KecamatanKecamatan dalamdalam
PenggunaanPenggunaan AplikasiAplikasi, &, & SosialisasiSosialisasi SubsidiSubsidi ((termasuktermasuk BrosurBrosur,,

Poster, BannerPoster, Banner dlldll))

adanyaadanya mekanismemekanisme penangananpenanganan pengaduanpengaduan lingkuplingkup PT. PLNPT. PLN
((PerseroPersero)) sesuaisesuai petunjukpetunjuk teknisteknis internalinternal

SelainSelain daripadadaripada menjalankanmenjalankan peranperan terkaitterkait penerimaanpenerimaan datadata
awalawal,, pemandananpemandanan,, pelaporanpelaporan datadata dandan penandaanpenandaan datadata

kepersertaankepersertaan kebijakankebijakan subsidisubsidi listriklistrik

PT. PLN (PT. PLN (PerseroPersero)) memilikimemiliki peranperan,, melayanimelayani PengaduanPengaduan bagibagi
MasyarakatMasyarakat yangyang datangdatang langsunglangsung keke PLN,PLN, DistribusiDistribusi FormulirFormulir
PengaduanPengaduan SubsidiSubsidi,, MendampingiMendampingi PetugasPetugas KecamatanKecamatan dalamdalam
PenggunaanPenggunaan AplikasiAplikasi, &, & SosialisasiSosialisasi SubsidiSubsidi ((termasuktermasuk BrosurBrosur,,

Poster, BannerPoster, Banner dlldll))

adanyaadanya mekanismemekanisme penangananpenanganan pengaduanpengaduan lingkuplingkup PT. PLNPT. PLN
((PerseroPersero)) sesuaisesuai petunjukpetunjuk teknisteknis internalinternal

SelainSelain daripadadaripada menjalankanmenjalankan peranperan terkaitterkait penerimaanpenerimaan datadata
awalawal,, pemandananpemandanan,, pelaporanpelaporan datadata dandan penandaanpenandaan datadata

kepersertaankepersertaan kebijakankebijakan subsidisubsidi listriklistrik

PT. PLN (PT. PLN (PerseroPersero)) memilikimemiliki peranperan,, melayanimelayani PengaduanPengaduan bagibagi
MasyarakatMasyarakat yangyang datangdatang langsunglangsung keke PLN,PLN, DistribusiDistribusi FormulirFormulir
PengaduanPengaduan SubsidiSubsidi,, MendampingiMendampingi PetugasPetugas KecamatanKecamatan dalamdalam
PenggunaanPenggunaan AplikasiAplikasi, &, & SosialisasiSosialisasi SubsidiSubsidi ((termasuktermasuk BrosurBrosur,,

Poster, BannerPoster, Banner dlldll))

adanyaadanya mekanismemekanisme penangananpenanganan pengaduanpengaduan lingkuplingkup PT. PLNPT. PLN
((PerseroPersero)) sesuaisesuai petunjukpetunjuk teknisteknis internalinternal

SelainSelain daripadadaripada menjalankanmenjalankan peranperan terkaitterkait penerimaanpenerimaan datadata
awalawal,, pemandananpemandanan,, pelaporanpelaporan datadata dandan penandaanpenandaan datadata

kepersertaankepersertaan kebijakankebijakan subsidisubsidi listriklistrik

PT. PLN (PT. PLN (PerseroPersero)) memilikimemiliki peranperan,, melayanimelayani PengaduanPengaduan bagibagi
MasyarakatMasyarakat yangyang datangdatang langsunglangsung keke PLN,PLN, DistribusiDistribusi FormulirFormulir
PengaduanPengaduan SubsidiSubsidi,, MendampingiMendampingi PetugasPetugas KecamatanKecamatan dalamdalam
PenggunaanPenggunaan AplikasiAplikasi, &, & SosialisasiSosialisasi SubsidiSubsidi ((termasuktermasuk BrosurBrosur,,

Poster, BannerPoster, Banner dlldll))

adanyaadanya mekanismemekanisme penangananpenanganan pengaduanpengaduan lingkuplingkup PT. PLNPT. PLN
((PerseroPersero)) sesuaisesuai petunjukpetunjuk teknisteknis internalinternal



PENUTUPPENUTUP

1. Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berkewajiban
membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk
dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukan
pembinaan dan pengawasan sesuai lampiran UU No. 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah

2. Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian
Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga dan Juknis
Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran yang telah
dikoordinasikan Kementerian Dalam Negeri dan dipayungi melalui Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri merupakan bagian dari NSPK yang wajib
dipedomani dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian
dari penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

3. Pemerintah Daerah agar melaksanakan NSPK sebagai bagian
penyelenggaraan Pemerintah Daerah

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

1. Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berkewajiban
membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk
dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukan
pembinaan dan pengawasan sesuai lampiran UU No. 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah

2. Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian
Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga dan Juknis
Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran yang telah
dikoordinasikan Kementerian Dalam Negeri dan dipayungi melalui Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri merupakan bagian dari NSPK yang wajib
dipedomani dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian
dari penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

3. Pemerintah Daerah agar melaksanakan NSPK sebagai bagian
penyelenggaraan Pemerintah Daerah



SekianSekian dandan TerimaTerima KasihKasihSekianSekian dandan TerimaTerima KasihKasih

KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA

SekianSekian dandan TerimaTerima KasihKasihSekianSekian dandan TerimaTerima KasihKasih

SUBDISUBDIREKTORATREKTORAT
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIREKTORAT SUPD IDIREKTORAT SUPD I -- DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAHDITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH,, KEMENDAGRIKEMENDAGRI

TTlp/faxlp/fax:: ((021021)) 79837857983785
Email:Email: subditesdmkemendagri@yahoo.comsubditesdmkemendagri@yahoo.com

SUBDISUBDIREKTORATREKTORAT
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIREKTORAT SUPD IDIREKTORAT SUPD I -- DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAHDITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH,, KEMENDAGRIKEMENDAGRI

TTlp/faxlp/fax:: ((021021)) 79837857983785
Email:Email: subditesdmkemendagri@yahoo.comsubditesdmkemendagri@yahoo.com


